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Abstrak  

 
Niat whistleblowing merupakan komponen penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sektor publik, 
khususnya pada lingkungan kerja ASN dan pegawai BUMN yang berhadapan dengan risiko retaliasi dan 
tantangan etis yang kompleks. Perkembangan teknologi digital dan media sosial turut mengubah dinamika 
pelaporan pelanggaran, namun belum sepenuhnya terjelaskan dalam pendekatan teoretis yang ada. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengusulkan model konseptual mengenai pengaruh efektivitas whistleblowing system, 
kepercayaan terhadap organisasi, dan persepsi risiko retaliasi terhadap niat whistleblowing. Untuk membangun 
kerangka hubungan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan Theory of Planned Behavior (TPB) dan Organizational 
Trust Theory (OTT) sebagai dasar teoretis yang menjelaskan pembentukan sikap, norma subjektif, dan persepsi 
kontrol perilaku dalam proses pengambilan keputusan melaporkan pelanggaran. Selain itu, perlindungan 
whistleblower dan viralitas media sosial diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau 
memperlemah hubungan antarvariabel utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif konseptual 
melalui analisis literatur untuk membangun model yang komprehensif dan relevan dengan konteks digitalisasi 
tata kelola sektor publik. Model konseptual yang dihasilkan diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam 
memahami niat whistleblowing serta menjadi rujukan bagi penelitian empiris dan pengembangan kebijakan 
perlindungan pelapor di Indonesia. 
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viralitas media sosial. 

 

 
PENDAHULUAN 

Presiden Prabowo dalam World Government Summit 2025 menyoroti kondisi korupsi di 
Indonesia sebagai isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Pernyataan tersebut sejalan 
dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2023 yang 
dirilis pada tahun 2024. Terdapat 364 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang disidik oleh Aparat 
Penegak Hukum (APH), yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dengan total 807 tersangka. Estimasi 
kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2024 mencapai Rp279,9 triliun (ICW, 2024). Sejalan dengan 
data tersebut, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik korupsi masih didominasi oleh 
sektor publik dan menegaskan perlunya mekanisme pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan 
(Dewi et al., 2023). 

Sebagai respons terhadap praktik korupsi, perhatian global kini tertuju pada pengungkapan 
fraud melalui mekanisme whistleblowing. Whistleblowing system dipandang sebagai mekanisme yang efektif 
untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas organisasi (Castellani, & Nuralisa, 2022). Laporan Report of Nations 2024 yang dikeluarkan 
oleh ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) menyatakan sebanyak 43% kasus kecurangan 
terungkap melalui laporan whistleblower. Angka ini lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan 
mekanisme deteksi lainnya seperti audit internal (14%) dan tinjauan manajemen (13%). Menariknya, 
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sebagian besar pelapor (52%) merupakan karyawan internal organisasi. Temuan ini memperlihatkan 
bahwa keberadaan saluran whistleblowing yang dapat diakses secara internal maupun eksternal menjadi 
elemen kunci dalam penguatan kontrol internal organisasi (ACFE, 2024). 

Penguatan whistleblowing system merupakan strategi penting dalam mencegah praktik korupsi di 
sektor pemerintahan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran internal yang dikelola oleh organisasi 
ataupun saluran eksternal melalui pihak independen. Dengan demikian, keberadaan sistem 
whistleblowing yang kredibel dan mudah diakses menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola 
organisasi yang bersih (Dewi et al., 2023).  

Penelitian ini berfokus pada ASN dan pegawai BUMN karena kedua kelompok ini memegang 
peran strategis dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan sumber daya negara, sehingga 
memiliki eksposur risiko korupsi yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Laporan ICW dan 
KPK menunjukkan bahwa sebagian besar kasus Tipikor melibatkan instansi pemerintah dan lembaga 
milik negara, yang menandakan adanya kerentanan struktural dalam birokrasi. Selain itu, lingkungan 
kerja ASN dan BUMN ditandai oleh hierarki yang kuat, budaya kepatuhan pada atasan, serta potensi 
retaliasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sektor swasta. Kondisi ini membuat keputusan 
untuk melakukan whistleblowing menjadi lebih kompleks dan sarat risiko. Di sisi lain, perlindungan 
pelapor di sektor publik masih belum optimal, sebagaimana terlihat pada beberapa kasus whistleblower 
yang justru menghadapi kriminalisasi atau tekanan setelah melapor. Faktor-faktor tersebut menjadikan 
konteks ASN dan BUMN sangat relevan untuk dikaji dalam penelitian ini. 

Perkembangan era digital telah mendorong transformasi mekanisme whistleblowing dari sistem 
pelaporan tradisional menuju platform berbasis teknologi yang menyediakan tingkat anonimitas serta 
aksesibilitas yang lebih luas. Inovasi ini membuka peluang peningkatan efektivitas dalam mendeteksi 
dan melaporkan tindakan tidak etis maupun ilegal (Ardiansyah, 2023). Perkembangan tersebut juga 
terlihat pada praktik pelaporan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya melalui transformasi 
layanan pelaporan pada KPK. 

Di Indonesia, transformasi mekanisme whistleblowing menuju platform digital semakin nyata. 
Sepanjang 2024 tercatat ada 4.560 laporan pengaduan terkait indikasi fraud ke KPK. Pengaduan di 
dominasi melalui telfon, namun tercatat ada 190 pengaduan dari  KWS (KPK Whistleblowing system), 
496 pengaduan dilakukan secara daring, dan sisanya melalui surat/fax. Berdasarkan pengaduan ini, 
sudah ada 2.293 laporan diarsipkan dan 1.547 laporan pengaduan yang telah selesai ditelaah (KPK, 
2024). Data ini menunjukan Whistleblowing system (WBS) masih berfungsi secara efektif sebagai 
mekanisme pelaporan. 

Penelitian terdahulu  menegaskan bahwa whistleblowing system merupakan cara yang tepat untuk 
mencegah fraud (Dewi et al., 2023; Rahman & Hayati, 2021), serta bahwa kesadaran penggunaan WBS 
cenderung sama efektifnya baik di sektor swasta maupun pemerintahan (Rahman & Hayati, 2021). 
Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem yang efektif dapat memperkuat mekanisme deteksi dini 
atas pelanggaran. Namun, efektivitas sistem saja tidak cukup, karena keberhasilan WBS tetap sangat 
bergantung pada peran whistleblower itu sendiri (Mustafida & Mursita, 2022).  

Karyawan dengan komitmen profesional yang tinggi berpotensi lebih besar untuk menjadi 
whistleblower karena mereka memandang tindakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab serius 
terhadap organisasi (Su et al., 2020). Namun karyawan yang peduli pada tindak kecurangan dalam 
instansi akan dihadapkan pada dilema etika sehingga tidak semua berani untuk melaporkan tindak 
kecurangan yang diketahuinya (Arroyo & Smaili, 2025). Ancaman retaliasi dapat menghambat 
keinginan seseorang untuk melakukan whistleblowing. Bentuk ancaman tersebut dapat muncul dari 
berbagai pihak, seperti instansi, atasan, manajemen senior, karyawan yang lebih senior, maupun 
pembuat kebijakan (Rahman & Hayati, 2021). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ancaman retaliasi dapat menurunkan niat individu 
untuk melaporkan pelanggaran (Afifah & Zarefar, 2021; Aulia & Tjaandra, 2025; Istiqomah & 
Anugrahani, 2024; Maharani & Sudarma, 2023; Rahman & Hayati, 2021). Namun hasil ini tidak sejalan 
dengan hasil penelitian (Dewi et al., 2023) yang menyatakan retaliasi tidak berpengaruh pada terhadap 
intensi whistleblowing.  
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Dalam konteks ini, perlindungan whistleblower menjadi semakin penting. Pelaporan dan 
perlindungan menghadapi tantangan, terutama karena keterbatasan perlindungan hukum di Indonesia 
dan rendahnya kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap peran whistleblower. 
Ancaman balas dendam dari pihak yang dirugikan dapat menimpa pelapor maupun keluarganya. 
(Ariyanti & Ramadhan, 2023; Istiqomah & Anugrahani, 2024). 

Secara hukum, Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2006 sehingga ketentuan konvensi tersebut menjadi bagian dari hukum nasional. 
Implementasi lebih lanjut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, 
yang mencakup perlindungan bagi pelapor tindak pidana. Selain itu, Mahkamah Agung mengeluarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Whistleblower dan Justice 
Collaborator, yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi pelapor dalam perkara tindak pidana 
korupsi dan kejahatan serius lainnya. 

Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan terhadap whistleblower masih menjadi 
persoalan serius di Indonesia. Di satu sisi, terdapat kasus besar seperti dugaan korupsi bantuan sosial 
COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara, di mana laporan masyarakat dan 
sorotan publik melalui media mempercepat atensi penegak hukum hingga berujung vonis pidana 
(Muhid, 2022). Atau dalam kasus kredit fiktif di Bank Jatim, laporan whistleblower menjadi pintu masuk 
terungkapnya praktik korupsi dan penyidikan aparat hukum, yang memperlihatkan peran strategis 
whistleblower dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi (Sari, 2025).  

Namun di sisi lain, kasus Nurhayati seorang bendahara Desa Citemu, Cirebon yang justru 
ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi atasannya (Purba, 2022), serta kasus 
Tri Yanto, auditor internal BAZNAS Jawa Barat yang dijerat UU ITE setelah mengungkap dugaan 
penyimpangan (Alhamidi, 2025), menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap whistleblower dalam 
praktiknya. Situasi-situasi ini mencerminkan bahwa keberhasilan whistleblowing sangat bergantung pada 
efektivitas mekanisme perlindungan pada whistleblower.  

Penelitian terdadulu menunjukan bahwa perlindungan whistleblower mempengaruhi kemauan 
dan kemampuan individu untuk melaporkan penipuan, sehingga meningkatkan volume indikasi 
penipuan dan meningkatkan efektivitas mekanisme deteksi penipuan (Arianto, 2021; Aulia & Tjaandra, 
2025; Mamahit & Urumsah, 2018). Bahkan masih perlu adanya pembaharuan karena masih lemahnya 
aturan perundang-undangan di Indonesia (Ariyanti & Ramadhan, 2023). Namun berbeda dengan 
penelitian perlindungan hukum tidak memoderasi hubungan antar variabel karena lemahnya regulasi 
dan potensi ancaman terhadap pelapor (Rahman & Hayati, 2021). 

Selain mekanisme perlindungan formal, keberhasilan whistleblowing juga dipengaruhi oleh media 
sosial sebagai saluran publikasi informasi. Viralitas laporan di media sosial dapat memperluas 
jangkauan pengungkapan, meningkatkan tekanan publik, dan memengaruhi niat individu untuk 
melaporkan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa mayoritas warganet menilai media 
sosial sebagai saluran efektif untuk mengungkap fakta (Arianto, 2021). 

Media sosial juga memungkinkan informasi tersebar secara anonim dan cepat menjadi viral, 
sehingga mendorong tindak lanjut atas pelanggaran serta memberi manfaat sosial bagi pelapor melalui 
dukungan publik (Bernatta & Kartika, 2020; Bowen et al., 2010; Supratman, 2018). Jika pelapor 
menghadapi risiko setelah publikasi di media sosial, mereka dapat memperoleh dukungan dari 
pengguna lain yang melihat laporan tersebut. Pilihan menggunakan media sosial sering muncul karena 
sistem pelaporan internal dianggap kurang responsif (Kaplan et al., 2011). Selain itu, platform digital 
memungkinkan whistleblower menggalang dukungan komunitas daring untuk menindaklanjuti masalah 
organisasi, dan perhatian publik yang tercipta dapat memotivasi individu untuk lebih berani 
menghadapi tantangan (Lazar, 2022). 

Interaksi publik melalui komentar, kritik, dan reaksi turut memperbesar penyebaran informasi 
dan tekanan sosial terhadap pihak yang dilaporkan (Porlezza & Di Salvo, 2020). Penelitian sebelumnya 
juga menunjukkan bahwa fenomena viral di media sosial dapat memengaruhi niat whistleblowing, karena 
individu belajar dari lingkungan sosial sebelum memutuskan untuk melapor (Istiqomah & Anugrahani, 
2024). Dalam konteks penelitian ini, viralitas dipandang sebagai faktor moderasi yang berpotensi 
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memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel lain dan niat whistleblowing. Tingkat eksposur 
publik dapat mengubah persepsi risiko, dukungan sosial, dan manfaat yang dirasakan oleh calon 
pelapor. Selain itu, kecepatan komunikasi, anonimitas, kemudahan penggunaan, serta biaya yang 
rendah menjadi pertimbangan penting ketika individu memilih menggunakan saluran daring (Latan et 
al., 2021). 

Untuk memahami bagaimana berbagai faktor memengaruhi niat whistleblowing, kajian ini 
memerlukan dasar teoritis yang mampu menjelaskan proses terbentuknya intensi serta peran 
kepercayaan dalam pengambilan keputusan etis. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) digunakan 
karena teori ini menjelaskan bahwa niat whistleblowing dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan 
persepsi kontrol perilaku. Ketiga komponen ini selaras dengan variabel penelitian: efektivitas WBS, 
risiko retaliasi, dan viralitas media sosial dapat membentuk norma subjektif. Pengaruh persepsi 
individu terhadap keinginan untuk whistleblowing dapat diprediksi oleh TPB (Dewi et al., 2023). 
Sementara itu, Organizational Trust Theory (Mayer et al., 1995) digunakan karena kepercayaan terhadap 
organisasi merupakan faktor yang penting dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan meliputi ability, 
benevolence, dan integrity berhubungan langsung dengan variabel kepercayaan organisasi serta moderasi 
perlindungan whistleblower, sehingga memperkuat atau melemahkan niat melapor. 

Penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas whistleblowing system, kepercayaan terhadap 
organisasi, dan risiko retaliasi, namun umumnya menguji variabel tersebut secara terpisah dan dalam 
hubungan langsung. Belum ada kajian yang mengintegrasikan ketiga variabel ini dalam satu model yang 
mempertimbangkan kondisi perlindungan hukum dan konteks digital yang berkembang. Selain itu, 
perlindungan whistleblower dan viralitas media sosial belum banyak dianalisis sebagai faktor yang dapat 
mengubah persepsi risiko dan keputusan individu untuk melapor, terutama dalam konteks sektor 
publik Indonesia. 

Model konseptual ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian 
mengintegrasikan perlindungan whistleblower dan viralitas media sosial sebagai variabel moderasi yang 
memengaruhi hubungan antara efektivitas sistem pelaporan, kepercayaan organisasi, risiko retaliasi, 
dan niat whistleblowing. Pendekatan ini menawarkan kebaruan karena kedua moderasi tersebut belum 
banyak diuji secara bersamaan, terutama dalam konteks ASN dan pegawai BUMN yang rentan pada 
risiko retaliasi dan lemahnya jaminan hukum. Model ini diharapkan dapat memperluas pemahaman 
teoretis tentang faktor-faktor yang membentuk niat whistleblowing di sektor publik. 
 
TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku 
individu dipengaruhi oleh niat (intention) untuk melakukannya, dan niat tersebut terbentuk dari tiga 
komponen utama: sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), 
dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control).  

Niat merupakan faktor yang memotivasi individu untuk berperilaku, sehingga muncul 
keinginan untuk mencoba dan merencanakan. Semakin kuat niat, maka semakin kuat pula 
kemungkinan perilaku tersebut dilakukan (Ajzen, 1991). 

Pada penelitian sebelumnya, pengaruh persepsi individu terhadap tindakan whistleblowing dapat 
diprediksi oleh TPB (Dewi et al., 2023; Istiqomah & Anugrahani, 2024; Mustafida & Mursita, 2022; 
Rahman & Hayati, 2021; Tyas & Utami, 2020). Dalam konteks sektor publik, rekonseptualisasi niat 
whistleblowing  dilakukan dengan mengaitkan efektivitas whistleblowing system, kepercayaan terhadap 
organisasi, dan persepsi risiko retaliasi sebagai determinan utama niat. Sementara itu, perlindungan 
whistleblower dan viralitas media sosial dipertimbangkan sebagai faktor kontekstual yang memperkuat 
atau memperlemah hubungan antarvariabel tersebut. 

 

Organizational Trust Theory 

Teori Kepercayaan Organisasi (Organizational Trust Theory) menjelaskan bahwa kepercayaan 
terbentuk dari keyakinan individu bahwa organisasi akan bertindak secara adil, etis, dan melindungi 
kepentingan anggotanya. Tiga dimensi utama kepercayaan meliputi ability, benevolence, dan integrity. 
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Dalam konteks sektor publik, kepercayaan terhadap organisasi berperan penting dalam membentuk 
niat whistleblowing , karena individu yang percaya pada integritas dan dukungan organisasinya akan lebih 
berani melaporkan pelanggaran (Mayer et al., 1995) 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepercayaan yang tinggi meningkatkan niat 
whistleblowing, sedangkan rendahnya kepercayaan menurunkannya (Aulia & Tjaandra, 2025; 
Fitriningrum et al., 2022). Kepercayaan afektif yang dibangun melalui integritas dan hubungan positif 
dengan pimpinan memperkuat keberanian pelaporan (Tyas & Utami, 2020). Namun, kepercayaan yang 
berlebihan dapat menimbulkan reciprocity yang justru menurunkan kecenderungan untuk melapor 
(Firmansah & Rahajeng, 2024). 
 

Pengaruh Efektivitas Whistleblowing system terhadap Niat Whistleblowing 

Efektivitas whistleblowing system mencerminkan sejauh mana mekanisme pelaporan pelanggaran 
dapat berfungsi optimal dalam mendorong individu untuk melapor, yang ditandai oleh adanya faktor 
anonimitas, independensi, aksesibilitas, dan tindak lanjut yang memadai (Albrecht et al., 2018). Sejalan 
dengan itu, laporan terbaru Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan The Institute of Internal 
Auditors (IIA) menegaskan bahwa program pelaporan yang efektif umumnya menyediakan saluran 
anonim (91%) dan dapat diakses sepanjang waktu (83%), sehingga memperkuat kepercayaan pelapor 
dan meningkatkan partisipasi dalam pengungkapan pelanggaran (Lake Mary, 2023) 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, niat individu untuk melakukan suatu tindakan 
ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kemampuan diri (perceived 
behavioral control) (Ajzen, 1991). Dalam konteks whistleblowing, efektivitas whistleblowing system dapat 
meningkatkan niat melapor karena sistem yang efektif menyediakan saluran anonim, tindak lanjut yang 
jelas, dan aksesibilitas yang mudah, sehingga pelapor merasa memiliki kontrol dan keyakinan terhadap 
hasil pelaporan. Selain itu, transparansi dan independensi sistem memperkuat sikap positif individu 
terhadap perilaku whistleblowing, serta memperkuat norma sosial di lingkungan organisasi yang 
mendorong pengungkapan pelanggaran (Latan et al., 2018; Park & Blenkinsopp, 2009). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas whistleblowing system berpengaruh positif 
terhadap niat individu untuk melaporkan pelanggaran, terutama ketika sistem bersifat anonim, mudah 
diakses, dan responsif (Aulia & Tjaandra, 2025; Mustafida & Mursita, 2022). WBS juga terbukti efektif 
dalam mencegah dan mendeteksi fraud di berbagai sektor (Dewi et al., 2023; Rahman & Hayati, 2021). 
Namun, penelitian pada Bank BUMN menunjukkan efektivitas yang berbeda: whistleblowing system di 
BRI dan BTN dinilai efektif, sementara BNI dan Mandiri masih kurang efektif (Afifah & Zarefar, 
2021). Temuan-temuan ini menunjukkan konsistensi antara teori Theory of Planned Behavior dan bukti 
empiris bahwa efektivitas sistem pelaporan berperan penting dalam membentuk niat individu untuk 
melakukan whistleblowing. Berdasarkan landasan teoretis dan temuan empiris tersebut, maka hipotesis 
yang diajukan adalah sebagai berikut: 
H1: Efektivitas whistleblowing system berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing. 
 

Pengaruh Kepercayaan terhadap Organisasi terhadap Niat Whistleblowing  

Kepercayaan terhadap organisasi mencerminkan keyakinan individu bahwa organisasi dan 
atasannya akan bertindak secara adil, etis, dan mendukung anggotanya, sehingga mendorong individu 
untuk menjaga integritas organisasi melalui tindakan whistleblowing (Seaton, 2017). Salah satu aspek 
penting dari kepercayaan organisasi adalah komitmen organisasi, yang mencerminkan dedikasi 
individu untuk melindungi tujuan, nilai, dan reputasi organisasi. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan 
dedikasi individu dalam melaporkan masalah hingga terselesaikan, serta menjadi pemicu perilaku 
whistleblowing yang bersifat psikologis (Afifah & Zarefar, 2021). Studi lain menegaskan bahwa karyawan 
yang memiliki rasa tanggung jawab pribadi terhadap organisasi cenderung terdorong untuk 
melaporkan pelanggaran, sehingga terdapat korelasi positif antara komitmen organisasi dan niat 
melakukan whistleblowing (Bernawati & Napitupulu, 2018; Rahman & Hayati, 2021) 

Namun, beberapa penelitian di sektor publik menunjukkan hasil yang berbeda, di mana tidak 
ditemukan hubungan signifikan antara komitmen organisasi dan niat whistleblowing. Hal ini disebabkan 
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oleh persepsi bahwa saluran pelaporan yang tersedia tidak memadai untuk melindungi whistleblower 
(Indriani et al., 2019). 

Berdasarkan Organizational Trust Theory, kepercayaan terhadap organisasi membentuk sikap 
positif individu, norma sosial yang mendukung pelaporan, serta persepsi kontrol perilaku yang 
memperkuat niat melakukan whistleblowing, terutama di sektor publik di mana risiko retaliasi sering 
menjadi pertimbangan (Dewi et al., 2023). Komitmen organisasi memiliki pengaruh pada keinginan 
untuk melakukan whistleblowing. Artinya karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan semakin 
bersedia melakukan whistleblowing (Afifah & Zarefar, 2021). Dengan mengacu pada teori dan hasil 
penelitian sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 
H2: Kepercayaan terhadap organisasi berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing. 

 

Pengaruh Persepsi Risiko Retaliasi terhadap Niat Whistleblowing  

Risiko retaliasi adalah persepsi individu terhadap kemungkinan konsekuensi negatif yang 
timbul akibat melaporkan pelanggaran, baik dari atasan, rekan kerja, manajemen senior, maupun 
instansi (Arroyo & Smaili, 2025; Rahman & Hayati, 2021). Persepsi ini memengaruhi niat whistleblowing 
karena meningkatnya rasa takut dan ketidakamanan dapat membuat individu memilih untuk tidak 
melapor meskipun mengetahui adanya pelanggaran (Afifah & Zarefar, 2021). 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, persepsi risiko retaliasi memengaruhi sikap terhadap 
perilaku dan perceived behavioral control. Individu yang menilai pelaporan berpotensi menimbulkan 
konsekuensi negatif cenderung memiliki sikap negatif terhadap whistleblowing dan menurunkan persepsi 
kontrol perilaku, sehingga niat untuk melapor berkurang (Mustafida & Mursita, 2022; Rahman & 
Hayati, 2021). 

Penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh negatif risiko retaliasi terhadap niat whistleblowing, 
khususnya pada ASN dan pegawai sektor publik (Afifah & Zarefar, 2021; Aulia & Tjaandra, 2025; 
Istiqomah & Anugrahani, 2024; Maharani & Sudarma, 2023). Namun, Dewi et al., (2023) menemukan 
bahwa pada instansi dengan mekanisme pengawasan internal yang kuat, pengaruh risiko retaliasi 
menjadi tidak signifikan, karena kepercayaan terhadap sistem internal dan transparansi proses 
pelaporan mampu mengurangi rasa takut terhadap retaliasi. Dilandaskan hasil riset terdahulu, maka 
dalam riset akan diuji hipotesis: 
H3: Persepsi risiko retaliasi berpengaruh negatif terhadap niat whistleblowing. 

 

Perlindungan Whistleblower sebagai Variabel Moderasi 
Perlindungan whistleblower adalah mekanisme yang menjamin keamanan, kerahasiaan, dan 

perlindungan hukum bagi individu yang melaporkan pelanggaran atau kecurangan di lingkungan 
kerjanya (Ariyanti & Ramadhan, 2023; Istiqomah & Anugrahani, 2024). Perlindungan ini penting 
karena tanpa jaminan yang memadai, individu cenderung enggan melapor karena takut mengalami 
retaliasi atau konsekuensi negatif lainnya (Rahman & Hayati, 2021).  

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), perlindungan whistleblower memengaruhi sikap terhadap 
perilaku dan perceived behavioral control (Ajzen, 1991). Individu yang yakin bahwa pelaporan akan ditangani secara 
adil, transparan, dan aman memiliki sikap positif terhadap whistleblowing dan persepsi kontrol yang tinggi, 
sehingga niat untuk melapor meningkat (Aulia & Tjaandra, 2025). 

Selain itu, berdasarkan Organizational Trust Theory (OTT), efektivitas perlindungan whistleblower 
sangat bergantung pada tingkat kepercayaan individu terhadap organisasi. Individu yang mempercayai 
integritas, kemampuan, dan niat baik organisasi akan merasa lebih aman menggunakan mekanisme 
perlindungan, sehingga perlindungan hukum dan prosedur internal lebih efektif dalam mendorong 
niat whistleblowing (Mayer et al., 1995). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan whistleblower berperan penting dalam 
meningkatkan kemauan dan kemampuan individu untuk melaporkan pelanggaran, serta memperkuat 
mekanisme deteksi fraud (Arianto, 2021; Aulia & Tjaandra, 2025; Mamahit & Urumsah, 2018). Namun, 
lemahnya regulasi dan kurangnya implementasi perlindungan masih menjadi kendala nyata, seperti 
terlihat pada kasus Nurhayati, bendahara Desa Citemu, yang justru dijadikan tersangka setelah 
melaporkan dugaan korupsi atasannya (Ariyanti & Ramadhan, 2023; Purba, 2022). 
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Dengan demikian, perlindungan whistleblower berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat 
memperkuat atau memperlemah pengaruh efektivitas sistem pelaporan, kepercayaan organisasi, dan 
persepsi risiko retaliasi terhadap niat individu untuk melakukan whistleblowing. Keberadaan mekanisme 
perlindungan yang efektif akan membuat pengaruh variabel independen terhadap niat melapor 
menjadi lebih optimal. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
H4: Perlindungan whistleblower memperkuat pengaruh efektivitas whistleblowing system terhadap niat 

whistleblowing. 
H5: Perlindungan whistleblower memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap organisasi terhadap niat 

whistleblowing. 
H6: Perlindungan whistleblower memperkuat pengaruh persepsi risiko retaliasi terhadap niat 

whistleblowing. 
 
Viralitas Media Sosial sebagai Variabel Moderasi 

Viralitas media sosial merujuk pada kemampuan sebuah informasi pelaporan untuk menyebar 
luas dan cepat melalui platform digital, sehingga memengaruhi niat individu untuk melaporkan 
pelanggaran (Arianto, 2021). Media sosial memungkinkan pelapor menjaga anonimitas, memperluas 
jangkauan pengungkapan, dan memperoleh dukungan publik (Bernatta & Kartika, 2020; Bowen et al., 
2010; Supratman, 2018). Pilihan menggunakan media sosial sering muncul karena saluran internal 
dianggap kurang responsif (Kaplan et al., 2011). 

Dalam konteks teori, fenomena ini dapat dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior, di mana 
individu mempelajari norma sosial dan tekanan publik sebelum memutuskan untuk melapor. Tingkat 
eksposur publik melalui media sosial dapat membentuk sikap dan persepsi kontrol perilaku, sehingga 
memengaruhi niat whistleblowing (Ajzen, 1991). 

Penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji viralitas media sosial di masyarakat umum 
(Arianto, 2021; Latan et al., 2018), yang menunjukkan bahwa viralitas dapat memperkuat respons 
organisasi terhadap laporan dan mendorong individu lebih berani melaporkan pelanggaran. Masih 
belum banyak penelitian yang menggunakan moderasi viralitas, terutama untuk sektor publik. Sehingga 
aspek ini merupakan kebaharuan yang ditambahkan. 

Dalam penelitian ini, viralitas media sosial diposisikan sebagai variabel moderasi yang 
berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara efektivitas WBS, kepercayaan organisasi, 
risiko retaliasi, dan niat whistleblowing, tergantung pada persepsi pelapor terhadap potensi dukungan 
publik dan risiko eksposur identitas. Dilandaskan hasil riset terdahulu, maka dalam riset akan diuji 
hipotesis: 

H7: Viralitas media sosial memperkuat pengaruh efektivitas whistleblowing system terhadap niat 
whistleblowing. 

H8: Viralitas media sosial memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap organisasi terhadap niat 
whistleblowing. 

H9: Viralitas media sosial memperkuat pengaruh persepsi risiko retaliasi terhadap niat 
whistleblowing. 

 
Model Konseptual 

Berdasarkan hasil tinjauan literatur di atas, maka dapat dirumuskan sebuah model konseptual 
penelitian yang mengkaji pengaruh efektivitas whistleblowing system, kepercayaan terhadap organisasi, 
persepsi risiko retaliasi, perlindungan whistleblower, dan viralitas media sosial terhadap niat whistleblowing. 
Gambar 1 menyajikan skema model konseptual yang menggambarkan hubungan antarvariabel 
tersebut serta peran moderasi perlindungan whistleblower dan viralitas media sosial. 
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Gambar 1. Model Konseptual 
 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada pengembangan ide 

dan integrasi teori tanpa melibatkan pengumpulan data empiris. Tujuan utamanya adalah membangun 
pemahaman teoretis dan kerangka konseptual yang dapat menjelaskan fenomena yang dikaji (Varpio 
et al., 2020). 

Penelitian konseptual menekankan pentingnya membedakan antara teori, kerangka teoretis, 
dan kerangka konseptual. Teori memberikan proposisi logis tentang hubungan antar konsep, kerangka 
teoretis menjadi struktur logis yang menuntun penelitian, sedangkan kerangka konseptual menjelaskan 
alasan penelitian dilakukan serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan melalui telaah literatur 
(Varpio et al., 2020). 

Penelitian konseptual dilakukan dengan menganalisis informasi yang sudah ada melalui 
pengumpulan literatur relevan, identifikasi variabel utama, serta pembangunan kerangka konseptual 
yang menjelaskan hubungan antarvariabel berdasarkan hasil telaah pustaka dan kesenjangan penelitian. 
Pendekatan ini bersifat abstrak dan teoritis karena tidak melibatkan eksperimen atau survei, tetapi 
bertujuan untuk mengembangkan model konseptual baru atau menafsirkan teori yang telah ada dari 
perspektif berbeda (Mamahit & Urumsah, 2018). 

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk merekonseptualisasi 
niat whistleblowing di sektor publik melalui integrasi teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga 
dihasilkan model konseptual yang lebih kontekstual dengan kondisi aktual organisasi pemerintah di 
Indonesia. 
 
KESIMPULAN 

Penelitian konseptual ini mengintegrasikan Theory of Planned Behavior (TPB) dan Organizational 

Trust Theory (OTT) untuk menjelaskan bagaimana faktor‐faktor organisasi, psikologis, dan konteks 
digital membentuk niat individu untuk melaporkan pelanggaran meladi sektor publik. Telaah literatur 
menunjukkan bahwa efektivitas whistleblowing system, kepercayaan terhadap organisasi, dan persepsi 
risiko retaliasi merupakan determinan utama yang memengaruhi pembentukan niat melapor. Sistem 
yang efektif dan tingkat kepercayaan organisasi yang tinggi mendorong sikap positif, norma subjektif 
yang mendukung, serta persepsi kontrol perilaku yang lebih kuat. Sebaliknya, persepsi risiko retaliasi 
menjadi hambatan signifikan yang dapat melemahkan niat whistleblowing meskipun individu memiliki 
kesadaran etis. 

Efektivitas WBS 

Kepercayaan terhadap 

Organisasi 

Persepsi Risiko Retaliasi 

Niat Whistleblowing 

Perlindungan Whistleblower Viralitas Media Sosial 

H6 (+) 
H5 (+) 

H4 (+) 
H7 (+) 

H8 (+) 

H9 (+) 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (-) 
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Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan whistleblower dan viralitas media sosial 
berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara 
determinan utama dan niat whistleblowing. Mekanisme perlindungan yang kuat dapat mengurangi 
persepsi risiko dan meningkatkan rasa aman individu dalam mengambil tindakan pelaporan. Sementara 
itu, viralitas media sosial menciptakan dinamika baru dalam pembentukan niat melapor melalui 
eksposur publik, dukungan sosial digital, dan tekanan sosial yang dapat memengaruhi persepsi risiko 
maupun manfaat pelaporan. 

Model konseptual yang dihasilkan memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas 
pemahaman mengenai perilaku etis dalam konteks sektor publik yang terdigitalisasi. Penelitian ini juga 
memberikan implikasi praktis bagi organisasi publik untuk memperkuat efektivitas sistem pelaporan, 
membangun ekosistem kepercayaan, memperbaiki mekanisme perlindungan pelapor, serta merespons 
dinamika komunikasi digital yang semakin memengaruhi keputusan individu untuk melakukan 
whistleblowing. Model ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian empiris selanjutnya dalam menguji 
hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif. 

Keterbatasan utama pada penelitian ini adalah sifatnya yang konseptual sehingga model yang 
diusulkan belum diuji secara empiris. Dengan demikian, kekuatan hubungan antarvariabel serta 
efektivitas peran moderasi masih memerlukan pembuktian melalui penelitian empiris pada konteks 
sektor publik. Sehingga diharapkan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model 
konseptual ini secara empiris, khususnya pada ASN dan pegawai BUMN, agar validitas hubungan 
antarvariabel dapat dikonfirmasi. Metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur secara langsung 
pengaruh variabel independen dan kekuatan moderasi. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat 
memperluas model dengan menambahkan variabel psikologis atau faktor organisasi yang relevan 
untuk memperkaya pemahaman mengenai niat whistleblowing di sektor publik. 
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